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Sumber: LKPP, 2020

Pemerintah The Largest Buyer



REGULASI

Sejak tahun 2000, pemerintah telah 

mengeluarkan aturan khusus menganai 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi 

ini telah mengalami 13 kali penyempurnaan. 

Saat ini; Perpes 16 tahun 2018
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PELAKSANAAN

1. Perbaikan infrastruktur pengadaan (sirup, 

sikap, e-procurement-SPSE, e-purchasing-

ecatalog, emarketplace, dll)

2. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana

pengadaan
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KELEMBAGAAN

1. Lembaga Kebijakan: LKPP (2005)

2. Organ pengadaan khusus di setiap K/L/P/D 

(UKPBJ, LPSE)

3. Pejabat penanggungwab pengadaan di 

setiap K/L/P/D (PA, KPA, PPK, PP, PPHP, 

PjPHP)

03

Pengembangan PBJ Pemerintah  Indonesia

Pengaturan PBJ terus menerus diperbaiki. 

Sumber: LKPP, 2020



TAHAPAN 
PBJ
(Sektor
Pengeluaran
Negara)

3b. 

PBJ

1. Perencanaan Program 
dan Anggaran

Pasar

2. Pembahasan
Anggaran

3. Pelaksanaan 
Anggaran/
Belanja pemerintah3a. 

Non-PBJ

4. Audit dan 
penegakan hukum 

Perusahaan

Perusahaan

Perusahaan

VENDOR

Aktor:
1. Vendor/Perusahaan
2. Lembaga eksekutif

(K/L/P/D, organ 
pengadaan)

3. Lembaga legislatif
4. Lembaga terkait (LKPP, 

APH, Auditor, Asosiasi,  dll)



PTNBH

PTNBH DAN PBJ

NON APBN

Sumber anggaran

APBN

Sumber anggaran

Pengelolaan Pendidikan

Penyelenggaraan 

Pendidikan

KemendikbudRistek

Otonomi

PBJ STATUTA

Peraturan 

Rektor tentang 

PBJ IPB



STATUTA 

IPB

Peraturan 

Rektor 

IPB



PBJ PTNBH    PBJ PEMERINTAH 

Prinsip PBJ Etika PBJ Organisasi PBJ

≈



Korupsi PBJ masih tinggi

2173
Dumas PBJ
2014-201710
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Penyuapan

Data Pengaduan Masyarakat
yang diterima KPK
Sumber: KPK, 2020 Data kasus yang ditangani KPK 

Tahun 2004 – Juni 2020
Sumber: KPK, 2020 

Data kasus yang ditangani
KPK, Kepolisian, Kejaksaan Tahun 2019

Sumber: ICW, 2020 

Jumlah
kasus

Nilai Kerugian
negara

Nilai suap

Pengadaan 174 Rp 957.3 miliar Rp 91.5 miliar

NonPengadaan 97 Rp 7.4 miliar Rp 109.3 miliar

Jumlah 271 Rp 964.7 miliar Rp 200.8 miliar



1. Kelebihan
pembayaran atas

PBJ

2. Pemahalan dan
atau kemahalan

harga

3. Denda
keterlambatan

pekerjaan belum
dipungut/diterima

4. Belanja atau
pengadaan fiktif

5. Spek barang yang 
diterima tidak sesuai

kontrak

6. Rekanan pekerjaan
barang/jasa yang tidak

menyelesaikan
pekerjaan

Sumber: BPK 2017

Temuan audit BPK terkait
Belanja

Fraud PBJ masih tinggi

29,60%

70,40%

Kasus yang ditangani KPPU 
Tahun 1999- 2017

Persekongkolan
Tender

Data KPPU Tahun 2006 –
2012:

• Perkara: 97 dari 173 
perkara yang diputus

• Terbukti 75 dari 97 perkara
• Nilai proyek 8.6 T dari

12.35 T

Lainnya

Sumber: KPPU 2013

Sumber: KPPU, 2017 



Tahapan PBJ

o 30 perkara, 
o 66 terpidana, 
o Kerugian negara (BPK/BPKP) 1,15 T
o Uang pengganti (inkracht) 332,4 M

Unsur: DPR/DPRD, Kepala K/L/Pemda (KPA/satker), 
Kemenkeu, PPK, Pimpro/Pokja ULP, 
Pengusaha/vendor

o 12 perkara, 
o 33 terpidana, 
o Kerugian negara (BPK/BPKP 165,8 M
o Uang pengganti (inkracht) 75,1 M

Unsur:
PPK, PIMPRO/POKJA ULP, LPSE, Panitia
Penerima Barang, Pengusaha/vendor

o 3 perkara
o 8 terpidana

Unsur:  PPK, Pimpro/ POKJA ULP, 
BPK/BPKP , Penegak hukum

Sebelum ada Perpres 54/2010 PBJSetelah ada Perpres 54/2010 PBJ

Proses 
Perencanaan

Anggaran

Perencanaan –
Persiapan PBJ 
Pemerintah

Pelaksanaan PBJ 
Pemerintah

Proses Serah 
Terima dan 

Pembayaran

Proses 
Pengawasan dan 

Pertanggung-
jawaban

Pada tahapan mana korupsi banyak terjadi?



Berdasarkan Aktor Kolusi Politik

anggaran, 

komitmen fee, 

conflict of interest, 

suap, gratifikasi01

Aktor:
1. Vendor/Perusahaan
2. Lembaga eksekutif

(K/L/P/D, organ 
pengadaan)

3. Lembaga legislatif
4. Lembaga terkait (LKPP, 

APH, Auditor, Asosiasi, dll)
5. Pihak lain
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03

05

04

Kolusi lelang (markup, spek

teknis mengarah, pecah

paket), conflict of interest, 

suap, gratifikasi, pelibatan

pihak lain (Menutupi jejak)

Kolusi

pengawasan

dan perkara

(suap)
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Kolusi lelang

(markup, spek

teknis mengarah, 

pecah paket), 

conflict of 

interest, suap, 

gratifikasi

Manipulasi dan kecurangan

lelang (dokumen manipulatif, 

spse dihack, perusahaan

fiktif/bendera/palugada, 

pelaksanaan tidak sesuai

spek, dll) 
Kolusi antar

vendor (arisan

lelang, tidak ada

kompetisi, harga

kesepakatan

vendor, dll)

Bagaimana relasi antar Aktor korupsi di PBJ?



Tahapan PBJ

o Proyek/Paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor 
sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak
sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).

o Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. 
Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor.

o HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
o Mark up harga
o Suap kepada pihak-pihak terkait
o Manipulasi pemilihan pemenang.

o Pengumuman terbatas
o Manipulasi pemilihan pemenang
o Manipulasi dokumen lelang.
o HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
o Mark up harga
o Suap kepada pihak-pihak terkait
o Persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, 

PPHP, Bendahara. 
o Manipulasi dokumen serah terima

o Suap kepada auditor (BPK atau
BPKP) untuk menghilangkan
temuan audit

o Suap kepada penegak hukum
untuk meringankan hukuman

Proses 
Perencanaan

Anggaran

Perencanaan –
Persiapan PBJ 
Pemerintah

Pelaksanaan PBJ 
Pemerintah

Proses Serah 
Terima dan 

Pembayaran

Proses 
Pengawasan dan 

Pertanggung-
jawaban

Bagaimana modus korupsi dilakukan?
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JENIS-PENYEBAB KORUPSI PBJ

01 Konflik kepentingan
Pasal 12i

02 Penyalahgunaan wewenang
Pasal 2,3 (Kerugian keuangan negara)

03 Suap menyuap
Pasal 5, 11, 12

04 Pemerasan
Pasal 12

Gratifikasi
Pasal 12

06 Perbuatan curang
Pasal 7, 12



Tidak konflik kepentingan (COI)
1. Deklarasi

2. Mengelola COI

Optimalisasi peran  SPI

1. Peran pencegahan (pre audit)

2. Peran pendampingan/konsultansi

Mekanisme kontrol

1. Saluran pengaduan PBJ

2. Unit pengendalian gratifikasi

3. Sistem pengelolaan COI

Pakta Integritas

1. Untuk pelaksana PBJ

2. Memuat sanksi atas 

pelanggaran

Sistem Elektronik

1. E-Procurement

2. E-katalog

3. Konsolidasi PBJ

Bagaimana mencegah korupsi di PBJ?



SE KPK no. 8 Tahun 2020: Pencegahan korupsi pada Pelaksanaan PBJ



JEJARING PENDID IKAN
Program Penguatan Integritas Ekosistem PTN (PIEPTN)



TERIMA KASIH


